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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 60 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN 

UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN 

KEGIATAN POLITIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan 

Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, 

dan Pemberitahuan Kegiatan Politik; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 

PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN 

UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN 

PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang 

memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya 

penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum 

dan/atau kegiatan masyarakat lainnya. 

2. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya 

disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat 

Polri yang berwenang yang telah menerima 

pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara 

kegiatan politik. 

3. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian 

adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah 

perairan dan wilayah udara dengan batas-batas 

tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan 

peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

dalam negeri. 
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5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung 

jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 

6. Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri 

yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan 

keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, 

serta memberikan STTP kegiatan politik. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini 

meliputi: 

a. tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan 

keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; 

dan 

b. pemberitahuan kegiatan politik. 

  

BAB II 

KEGIATAN KERAMAIAN UMUM DAN KEGIATAN 

MASYARAKAT LAINNYA 

 

Bagian Kesatu 

Bentuk Kegiatan 

 

Pasal 3 

Bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 meliputi: 

a. keramaian; 

b. tontonan untuk umum; dan 

c. arak-arakan di jalan umum. 

 

Pasal 4 

Bentuk kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang dapat 

membahayakan keamanan umum sebagaimana ditentukan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Perizinan 

 

Pasal 5 

Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan 

keamanan umum wajib memiliki Surat Izin. 

 

Pasal 6 

(1) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan 

permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri 

Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat 

kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat 

lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berskala nasional, setiap penyelenggara 

mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada 

Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja 

sebelum pelaksanaan kegiatan. 

(3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berskala internasional, setiap penyelenggara 

mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada 

Kapolri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

sebelum pelaksanaan kegiatan. 

(4) Dalam hal permohonan izin tidak memenuhi 

ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), 

Kapolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang dapat 

menolak permohonan izin yang diajukan. 

 

Pasal 7 

(1)  Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memuat paling 

sedikit: 

a. tujuan dan sifat kegiatan; 
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b. tempat dan waktu penyelenggaraan; 

c. jumlah peserta atau undangan; dan 

d. penanggung jawab kegiatan. 

(2)  Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus melampirkan paling sedikit: 

a. daftar susunan panitia penyelenggara; 

b. persetujuan dari penanggung jawab tempat 

kegiatan; 

c. rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; 

dan 

d. pernyataan tertulis dari penyelenggara yang 

menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak 

bertentangan dengan norma agama, norma 

kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3)  Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan 

administratif terhadap permohonan izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4)  Untuk permohonan izin yang telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan 

tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada 

penyelenggara. 

(5)  Dalam hal permohonan izin belum memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang mengembalikan 

permohonan izin kepada penyelenggara untuk 

dilengkapi. 

  

Pasal 8 

Setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pejabat 

Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan 

instansi terkait dan pihak lainnya. 
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